KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Pro-Kontra Pembatasan Status Tersangka
: Selasa, 28 Oktober 2025

: Kompas
3

Pro-Kontra Pembatasan
Status Tersangka

Alih alih memberikan kepastian hubkum, pembatasan wakiu status tersanghka
justra dikhawativkan moenciprakan ruang fransalesional.
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